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3. Undang-Undang 

 
 

BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 118 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 

NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BONDOWOSO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan 

akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 
dipandang perlu menyempurnakan ketentuan terkait 
kebijakan akuntansi aset tetap dan menambahkan 

ketentuan terkait penyajian laporan keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati 

Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 
2019; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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11. Peraturan… 

 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6673); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012   

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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19. Peraturan… 

 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   27  Tahun   2014   

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

13. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun   2017  Nomor   73, 

Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

547); 



-4- 

 

Pasal II… 

 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2083); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9  
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 
Nomor 27); 

22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten   
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten   Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 70); 

23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2019 Nomor 45); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR  59 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Akuntasi 

Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Lampiran 
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2019 Nomor 71), diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang   
merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 

 
Peraturan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    

tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 

 

 
   Ditetapkan di Bondowoso 

    pada tanggal 30 Desember 2020 

  

 BUPATI BONDOWOSO 

  

            ttd 

 

     SALWA ARIFIN 

 

 

Diundangkan di Bondowoso  

pada tanggal 30 Desember 2020 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,  

 

ttd 

 

SOEKARYO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 118 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Kepala Bagian Hukum 

 

AHMAD, SH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680420 199202 1 001 

 

 
  


